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PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ktl

-zl yaaill alll gl
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;
MELAWAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08
Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala
Tungkal dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ktl, mengemukakan
dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Desa
Alenggo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi
Tenggara pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2012;

2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam dengan wali
nikah ayah kandung Penggugat, bernama Safar Takrim telah berwakil
kepada ustaz Da'i di Desa Alenggo dengan di saksikan 2 orang saksi,
bernama, Mundir dan Khairul, dengan Mas kawin berupa uang sebesar

Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
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3. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus janda telah bercerai
(akta cerai nomor 062/AC/2012/PA.Ktl) dan memiliki 2 orang anak
sedangkan Tergugat berstatus bujang, antara Penggugat dengan Tergugat
tidak ada halangan untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
sebagaimana suami istri di rumah keluarga Tergugat di Desa Alenggo,
Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara,
selama kurang lebih 9 tahun 2 bulan;
5. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
keturunan 2 orang anak yang bernama, 1. XXXXXXXXXXXXX, umur 10
tahun, 2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun, semua anak tersebut diasuh
oleh Tergugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan
harmonis selama kurang lebih 7 tahun, setelah itu tidak harmonis sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kasar terhadap
Penggugat dan sering mengusir Penggugat juga sering mengatakan talak
kepada Penggugat;
7.7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
terjadi pada awal bulan Oktober tahun 2020, terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah
yang sama, Tergugat mengusir Penggugat karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran akhirnya, Penggugat pergi meninggalkan
Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama
kurang lebih 3 tahun, 2 bulan selama itu pula sudah tidak ada lagi
hubungan baik lahir maupun batin, selama itupula Tergugat tidak pernah
memberi nafkah lahir maupun bathin;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha membujuk Tergugat untuk baik
dengan Penggugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil,
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat beranggapan
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi
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sehingga tujuan membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah
sebagaimana diamanatkan oleh syari’at Islam dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan
tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk
menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan
yang sah;

Bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat telah
diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Tungkal, sejak 2
minggu sebelum persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar
bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses
mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat
didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di

persidangan;
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Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti sebagai berikut:
Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan XXxxXXxxXxxxxxxxx, telah

memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama
Suladi;

- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah
tapi saksi mengetahuinya karena ayah saksi yang berangkat ke
Sulawesi sebagai wali nikah Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Alenggo,
Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi
Tenggara, pada sekitar bulan Agustus tahun 2012;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung
Penggugat bernama Safar Takrim;

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dan
Tergugat berstatus bujang;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan
atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pengggat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di Desa
Alenggo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe, Propinsi
Sulawesi Tenggara;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak
yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
selama 3 tahun lebih dan tidak pernah tinggal bersama kembali;
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- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat
pisah rumah;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Sungai
Terap Kuala Tungkal sedangkan Tergugat masih tinggal di Konawe,
Sulawesi Tenggara;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi;

- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun
lagi;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXxXXXxxxxxxxxx, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama
Suladi;

- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah
tapi saksi mengetahuinya karena ayah saksi yang berangkat ke
Sulawesi sebagai wali nikah Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Alenggo,
Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi
Tenggara, pada sekitar bulan Agustus tahun 2012;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung
Penggugat bernama Safar Takrim;

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dan
Tergugat berstatus bujang;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan
atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pengggat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di Desa
Alenggo,Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe, Propinsi
Sulawesi Tenggara;
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- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak
yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
selama 3 tahun lebih dan tidak pernah tinggal bersama kembali;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat
pisah rumah;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kuala Tungkal sedangkan
Tergugat masih tinggal di Sulawesi Tenggara;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi;

- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun
lagi;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak
mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya
mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal
yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu
kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan
Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai
kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil
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secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan
oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan
sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa
dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat
telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Tungkal,
sejak 2 minggu sebelum persidangan, dan tidak ada pihak yang keberatan atas
pengajuan permohonan tersebut, dengan demikian maksud dari peraturan
Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 24 April 2006 telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat
disimpulkan bahwa perkara ini adalah perkara isbath nikah untuk melakukan
perceraian, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan
ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 7
ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kompetensi
absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat dalam gugatannya
menyatakan sebagai suami istri namun tidak memiliki bukti surat Akta Nikah,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum
Islam disebutkan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan
Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan yang
berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak
mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”,
maka Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk
bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat
(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo
Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar
bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses
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mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak
dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat,
yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam
duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat
adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan
sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal
149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara
ini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah
Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap
Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan isbat nikah maka
harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sesuai dengan hukum
Islam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak
bertentangan dengan ketentuan Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas untuk dikabulkan
gugatan cerai dengan alasan sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
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Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1).
Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sabh,
dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan
dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan
untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tentang pernikahannya,
Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat,
Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh
Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokan sesuai dengan
aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan
demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat
bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang
Bea Meterai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat
tersebut tidak menunjukkan bukti telah melangsungkan perkawinan yang sah
sesuai ajaran agamanya, maka alat bukti tersebut hanya dipertimbangkan
sebagai tambahan keterangan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke
persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah
mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi
dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang mengenal
Penggugat maupun Tergugat, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan
masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-
saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di
persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 2
Agustus 2012 di Desa Desa Alenggo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten
Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi wali nikah adalah ayah
kandung Penggugat, ada ijab gabul, disaksikan oleh dua orang saksi yang
beragama Islam dan dewasa bernama Munzir dan Khirul dengan maskawin
berupa uang Rp50.000 dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan di saat akad nikah
dilaksanakan, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus bujang,
mereka sama-sama beragama Islam dan Penggugat tidak terikat pernikahan
maupun pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menyatakan antara Penggugat dan
Tergugat tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak sesusuan;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang
beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun,
sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah,
calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ljab Kabul;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap
orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama
orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak ada larangan melangsungkan
perkawinan, calon isteri harus tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan
wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim,
dengan dihadiri dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan
Kabul dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15
sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti
semua rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu
Hakim menilai perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan
ketentuan hukum Islam dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 angka 2 dan angka 3 huruf (e)
dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah
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Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti Penggugat
dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada
bukti bahwa mereka telah bercerai, oleh karenanya telah terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan
belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkualitas
hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam
perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga
tidak ada harapan rukun lagi, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang
telah menerangkan di bawah sumpahnya bahwa keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan
sekarang mereka telah berpisah, keterangan tersebut saksi-saksi ketahui
secara langsung dan bukan cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi
tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta
mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana
dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat
ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran meskipun sudah pernah diupayakan damai
namun tetap tidak berhasil rukun, ditambah antara Penggugat dan Tergugat
sekarang sudah sudah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat
sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil, hal
tersebut merupakan qarinah (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim
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bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun
lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil
gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan
untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di
dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk
mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih
sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru
sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah
satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar
Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-
Thalag yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika
rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat
lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),
dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam
“penjara” yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang
bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhi
ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan
Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah
bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi
hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak
satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli
Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya Figh As-Sunah, Jilid 1, halaman
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248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang
menyatakan sebagai berikut, yang artinya: Jika gugatan istri menurut hakim
telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan
menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara
keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya
maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain
(sughra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka
bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci
(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut
ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155
Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib
menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,
hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan
kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan berdasarkan surat TUADA
ULDILAG Mahkamah Agung R.I Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22
Oktober 2002, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal
diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan tempat domisili dan tempat menikah Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul
dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp1045000 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Kuala Tungkal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh Zakaria Ansori, S.H.I,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Peno Rahma Dinata, S.H. dan Ahmad Farhan
Subhi, S.Sy., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh
Erwan, S. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

H. Zakaria Ansori, S.H.l, M.H.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota Il,
TTD TTD
Peno Rahma Dinata, S.H. Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Erwan, S. H.

Rincian biaya:
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1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya ATK : Rp. 75.000,-
Perkara
3. Biaya Panggilan : Rp. 900.000,-

4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
JUMLAH : Rp. 1.045.000,-
(satu juta empat puluh lima ribu rupiah).
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